SALINAN |

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 71 TAHUN 2018
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

a. bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah menyatakan pemberian kesempatan
kepada  penyedia untuk  menyelesaikan  pekerjaan
sebagaimana dimakasud pada ayat (1), dimuat dalam
adendum kontrak vyang didalamnya mengatur waktu
penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda
keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan
Pelaksanaan serta dapat melampaui tahun anggaran;

. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada
Lampiran Angka V Nomor 39 uraian pedoman Hal khusus
lainnya menyatakan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah
mempunyai kewajiban kepada pihak Ketiga terkait dengan
akibat pemberian kesempatan kepada penyedia
barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui
Tahun Anggaran 2018 sesual peraturan perundang-
undangan, maka harus dianggarkan kembali pada akun
belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2019 sesuai kode rekening berkenaan dengan terlebih
dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Kepala Dacerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018;

. bahwa berdasarkan Pasal 162 ayat (2], ayat (5) dan ayat (6)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang
belum tersedia anggarannya, termasuk belanja untuk
keperluan mendesak yang kriterianya mencakup program
dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya
belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan dan
keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan
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menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah
Daerah dan masyarakat;

. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Provinsi Riau kepada Ketua Tim Anggaran
Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau Nomor 910/PUPR-
SEKRE/554 perihal Usulan Pergeseran Anggaran pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
2019 perlu ditindaklanjuti;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan
Gubernur Riau Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019.

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera
Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1646);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republk Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun
2017 Nomor 12);

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi
Riau Tahun 2014 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau
Tahun 2018 Nomor 1);

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 22 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018
Nomor 22);

Peraturan Gubernur Riau Nomor 71 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi
Riau Tahun 2018 Nomor 73)



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 71 TAHUN 2018
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

(1) Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan
Lampiran V Peraturan Gubernur Riau Nomor 71 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018
Nomor 73) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,
Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(2) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka
Lampiran I, Lampiran 1I, Lampiran III, dan Lampiran V
Peraturan Gubernur Riau Nomor 71 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor
73) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 19 Februari 2019

GUBERNUR RIAV,
ttd.
H. WAN THAMRIN HASYIM

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 19 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

Disalinkan tanggal 25 Februari 2019
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H. AHMAD HIJAZI
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